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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja atau 

dapat menimpa siapa saja termasuk dapat saja terjadi di dalam lingkup rumah 

tangga yang dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat baik 

karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan 

perwalian, yang menetap dalam rumah tangga atau hubungan lain bersifat 

“domestik personal”, misal karena yang bersangkutan bekerja membantu rumah 

tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
1
 

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan tonggak sejarah di Indonesia 

sebagai terobosan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala 

bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari 

ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi 

terhadap perempuan di segala bidang.
2
 

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut telah tertuang dalam diktum 

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 sebagai berikut: 

                                                             
1
 Lihat juga dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga 
2
 Muhammad Rofik Kana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak 

Pidana (Studi Kasus Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Pati), Prosiding 

KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2, Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang, 18 Oktober 2019, hlm. 39. 
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1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari 

segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan 

Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah 

perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat 

agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, 

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat 

kemanusiaan. 

3. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak 

terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin 

perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
3
 

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang ini dapat dilihat di 

dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga yang menyatakan, sebagai berikut : 

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan : 

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 

2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 

3.  menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 

4. Memelihara keutuhan rumha tangga yang harmonis dan sejahtera. 

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas-

asas sebagai berikut : 

                                                             
3
 Undang-undang No. 23 Tah un 2004, Pengantar dan Penjelasannya . 
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1. Asas penghormatan hak asasi manusia; 

2. Asas keadilan dan kesetaraan gender; 

3. Asas non diskriminasi; dan 

4. Asas perlindungan korban (lihat pasal 3 uu no. 23 tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga). 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan 

damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk 

mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat bergantung pada setiap 

orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan 

pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan 

dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas pengendalian diri 

tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah 

tangga sehingga timbul ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam 

lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan 

menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib 

melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan 

falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 beserta perubahannya
4
. Di samping itu negara berpandangan bahwa segala 

bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah palanggaran 

hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta 

                                                             
4
 Ira Alia Maerani, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana 

Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 

2015, hlm. 330-331. 
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merupakan bentuk diskriminasi (lihat Penjelasan Umum UU No.23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Di dalam Penjelasan 

Pasal 3 huruf b UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga dikatakan, bahwa : Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” 

adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang 

setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak 

asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara 

proporsional. 

Kelahiran undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan 

hukum yang kuat bagi perlindungan saksi dan korban dalam ia memberikan 

keterangan yang sesungguhnya terjadi untuk mendapatkan kebenaran yang sejati 

tanpa mengalami ancaman atau siksaan serta mungkin tuntutan hukum bagi saksi 

dan korban untuk melapor. Sistem hukum pembuktian dalam suatu penyidikan 

terhadap tindak pidana di Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-undang No 8 Tahun 1981, di 

mana dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta tahap pemeriksaan di 

pengadilan harus berpedoman pada UU No 23 Tahun 2004 yang telah 

memberikan hak dan perlindungan terhadap saksi korban. Jika perlu saksi korban 

harus mendapatkan perlindungan dari Lembaga perlindungan Saksi dan Korban 

berdasarkan UU No 13 tahun 2006.  

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi 

pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. 
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Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan 

masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan 

taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana 

mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan 

ketentuan hukum yang berlaku. POLRI sebagai penegak hukum yang bertugas 

memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan 

negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk 

memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan 

ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan.  

Tugas utama penyidik adalah: “mencari dan mengumpulkan bukti yang 

dengan buktibukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan menemukan tersangka”i . POLRI sebagai penyidik karena kewajibannya 

mempunyai wewenang sebagimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lebih lanjut wewenang tersebut juga 

diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisan Negara Republik Indonesia.  

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kekerasan yang memiliki 

sifat-sifat yang khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah 

anggota keluarga. Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan 

fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. 

Oleh sebab itu setiap orang dalam lingkup rumah tangga mempunyai potensi 

untuk menjadi pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam 
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kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak sedikit anggota keluarga yang 

melakukan kekerasan dijatuhi hukuman pidana, kekerasan yang dilakukan 

biasanya kekerasan secara fisik maupun psikis. Kekerasan fisik yang dimaksud 

adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.  

Kondisi perhatian yang sangat minim terhadap saksi korban dalam segala 

jenis tindak kekerasan dan khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga ini perlu mendapat perhatian, hal ini juga dikarenakan tindakan kekerasan 

selama ini belum mampu mewujudkan hak perlindungan bagi korban 

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 5 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan 

Korban menyebutkan bahwa: 

(1) Saksi dan Korban berhak:  

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan 

harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan 

kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;  

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan;  

c. memberikan keterangan tanpa tekanan;  

d. mendapat penerjemah;  

e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;  

f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;  

g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;  

h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;  

i. dirahasiakan identitasnya; 

j. mendapat identitas baru;  

k. mendapat tempat kediaman sementara;  
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l. mendapat tempat kediaman baru;  

m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan;  

n. mendapat nasihat hukum;  

o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.  

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi 

dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan 

Keputusan LPSK.  

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus 

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada 

Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat 

memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana 

meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia 

alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan 

tindak pidana. 

  

Kemudian Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban berbunyi:  

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana 

terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak 

pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban 

penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 

juga berhak mendapatkan: 

a. bantuan medis; dan  

b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.  

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan 

Keputusan LPSK. 

 

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada penulis merasa tertarik dalam 

menulis masalah ini, mengenai “PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK 

PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH 

HUKUM POLRES GROBOGAN”. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah untuk mengeksplorasi latar belakang di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap Tindak Pidana kekerasan dalam 

rumah tangga di Polres Grobogan? 

2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan penyidikan terhadap Tindak Pidana 

kekerasan dalam rumah tangga di Polres Grobogan? 

3. Apasajakah kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana solusinya? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan mengenai proses penyidikan terhadap Tindak 

Pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Grobogan. 

2. Untuk menganalisis mengenai efektifitas pelaksanaan penyidikan terhadap 

Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Grobogan. 

3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana solusinya. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis  
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Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam 

bidang ilmu hukum khususnya tentang efektifitas pelaksanaan penyidikan 

dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi 

pemerintah agar mampu melakukan pembangunan hukum terkait efektifitas 

pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

E. Kerangka Konseptual 

1. Pengertian Penyidikan 

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, 

yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 

Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan 

terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin.  

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP 

diuraikan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam 

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berbicara 

mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan 

kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah 

”criminal investigation".  
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Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan 

kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang 

telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan 

menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. 

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah 

diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam 

Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan 

penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan dimulai 

sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan 

tentang : 

a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan; 

b. Kapan tindak pidana itu dilakukan; 

c. Dimana tindak pidana itu dilakukan ; 

d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan 

e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan; 

f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan 

g. Siapa pembuatnya. 

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi : 

a. Penyelidikan 

b. Penindakan: 

1) Pemanggilan 
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2) Penangkapan 

3) Penahanan 

4) Penggeledahan 

5) Penyitaan 

c. Pemeriksaan: 

1) Saksi 

2) Ahli 

3) Tersangka 

d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara: 

1) Pembuatan resume 

2) Penyusunan berkas perkara 

3) Penyerahan berkas perkara 

Kegiatan Penyidikan : 

a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun 

yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara 

pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi. 

b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh 

penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada 

hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum 

tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 
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c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan 

keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan 

atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi 

sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti 

didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara 

pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah 

penyidik dan penyidik pembantu. 

d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan 

akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh 

penyidik dan penyidik pembantu. 

2. Pengertian Pidana 

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu itu. Di dalam Hukum Pidana Modern, pidana ini juga meliputi 

apa yang disebut “tindakan tata tertib” (tuchtmaatregel, Masznahme). Di 

dalam ilmu pengetahuan Hukum Adat, Ter Haar memakai istilah (adat) 

reaksi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau 

Wetboek van Strafrecht (W.v.S) yang sekarang berlaku, jenis-jenis pidana 

yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri:
5
  

1) Pidana Pokok:  

a) Pidana Mati  

                                                             
5
 Ira Alia Maerani, Hukum Pidana dan Pidana Mati, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 5-6. 
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b) Pidana Penjara  

c) Pidana Kurungan  

d) Pidana Denda  

e) Pidana Tutupan  

2) Pidana Tambahan:  

a) Pencabutan hak-hak tertentu  

b) Perampasan barang-barang tertentu  

c) Pengumuman putusan hakim. 

Moeljatno, (Profesor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 

Universitas Airlangga, dan Universitas Indonesia) mendefinisikan secara 

lengkap Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 

di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:  

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.  

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan.  

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut. 
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4) Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari 

bahasa latin yakni kata delictum. Delik tercantum dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat 

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-

undang tindak pidana”.
6
 

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaarfeit 

menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal 

tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan 

tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai 

kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang 

menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan 

seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan 

timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai 

sanksi.
7
 

Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbarfeit itu dalam arti yang 

berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu 

: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan 

                                                             
6
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2, 

Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 219. 
7
S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga, Storia 

Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204. 
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tersebut.
8
 Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) 

yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang 

melanggar larangan itu.
9
 

5) Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga : Kekerasan dalam Rumah Tangga 

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan 

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang 

berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang 

tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang 

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau 

melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga 

korban berada di bawah kendali orang tersebut. 

Tindak kekerasan rumah tangga : adalah memberikan penderitaan 

baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang 

                                                             
8
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, 

Jakarta, 2004, hlm. 54. 
9
Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38. 
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lain yang berada di dalam satu rumah ; seperti terhadap pasangan hidup, 

anak, atau orang tua ; dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam 

rumah. 

F. Kerangka Teoritik 

1. Teori  Perlindungan Hukum Menurut Islam 

Perlindungan hukum menurut Islam yaitu berkaitan dengan konsep 

perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada perintah Allah 

SWT. Konsep HAM dalam Islam adalah termasuk konsep HAM tertua di 

dunia, betapa tidak, sebelum lahirnya konsep HAM barat pada era 

reinaissance, Islam telah mengenal konsep HAM terlebih dahulu. Hal ini 

dapat dibuktikan secara terminologis, Hak Asasi Manusia pada dasarnya 

juga diambil dari bahasa Arab sejak kelahiran Islam di muka bumi sekitar 

17 Ramadhan 11 SH, adapun secara terminologi HAM terbagi kata haqq 

atau yahiqqu atau haqqaan dan Asasiy atau yaussu atau asasaan¸ haqq atau 

yahiqqu atau haqqaan sendiri memiliki arti benar, pasti, nyata, tetap, dan 

wajib. Sementara Asasiy ialah membangun, mendirikan, pangkal, asal, 

asas, dasar, dan melekatkan. Konsep HAM dalam Islam sendiri pada 

dasarnya terdapat dalam kajian-kajian fiqh tentang HAM. Menurut fiqh, 

manusia sejak lahir telah memiliki status yang disebut dengan Muhtaram, 

yang berarti dihargai eksistensinya sebagai mahluk Allah dan untuk itu 

dilarang bagi setiap mahluk untuk menganiaya apalagi membunuh 

manusia. Sehingga manusia memiliki status insaniah yang bermartabat 
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tinggi, dimana manusia memiliki derajat yang tinggi dari mahluk Ciptaan 

Allah SWT lainnya. Oleh sebab itu HAM Islam bertujuan melindungi 

berbagai macam kehormatan dan martabat manusia melalui konsep yang 

disebut dengan dharuyaiyah al-khams yang menyatakan dengan tegas 

bahwa perlindungan HAM hanya akan tercapai bila terdapat perlindungan 

terhadap jiwa, perlindungan terhadap keyakinan atau agama, perlindungan 

terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak 

milik, dan perlindungan terhadap keturunan.
10

 

2. Teori Efektivitas Hukum 

Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil 

oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat 

undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-

kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh 

kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk 

memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-

sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. 

Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu 

merupakan hasil dari efektivitas bekerjanya berbagai macam faktor.
11
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 Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, 

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 5. 
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William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah 

Telaah Sosiologis, UNDIP Press, Semarang, 2011,  hlm. 10. 
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Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum ini, 

secara jelas Seidman menggambarkannya berikut ini:
12

 

Bagan 1: 

Bekerjanya Kekuatan-Kekuatan Personal Dan Sosial 

 

G. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan 

metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis 

merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan 

mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum 

sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut 

dilakukan dengan cara meneliti data primer.
13
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Ibid., hlm. 11. 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,  Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14.  
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Penelitian sosiologi hukum hanya menempatkan hukum sebagai 

gejala social. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. 

Oleh karena itu, di dalam penelitian sosio legal hukum selalu dikaitkan 

dengan masalah social. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian 

yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam 

kaitannya dengan hukum.
14

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis 

adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum.
15

 

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu 

masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat 

sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact finding). Hasil penelitian 

ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan 

sebenarnya dari obyek yang diselidiki.
16
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 87. 
15

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 
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16

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, 

Yogyakarta, 1993, hlm. 31. 
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Penelitian mengenai efektifitas pelaksanaan penyidikan dalam 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Grobogan dilakukan dengan 

menggunakan deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara 

mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan penelitian, kemudian data 

tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan) dan dianalisa sesuai dengan 

hukum yang terkait dan teori-teori yang terkait. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data 

primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut : 

a. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan 

dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan 

dengan studi lapangan di Polres Grobogan dan di masyarakat secara 

langsung. 

b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan 

kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan 

pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.
17

 Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian 

                                                             
17

 Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34. 
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ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil 

penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku 

mengenai hukum pidana dan buku-buku yang terkait pembahasan 

penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet 

dengan menyebut nama situsnya. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara sebagai berikut : 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara 

menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa 

arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, 

dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang 

terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. 

b. Studi Dokumen  

Teknik pengumpulan data berikutnya ialah dengan mempelajari 

dokumen terkait kasus tindak pidana terorisme yang  membutuhkan izin 

dari lembaga terkait. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung 

antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat 

informasi.
18

 Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering 

digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara 

peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan 

bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.  

                                                             
18
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Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh 

konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap 

gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial 

antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah 

yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat 

hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasikan 

keteraturan perilaku atau pola-polanya. 

5. Metode Analisis Data 

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis 

secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif induktif. Hal ini 

merupakan hukum-hukum yang dijadikan landasan dan dan kaidah umum, 

kemudian disimpulkan apakah sesuai atau tidak sesuai.
19

 Dalam 

menganalisis data hukum, diterapkan teknik analisis isi secara kualitatif. 

Metode data dilakukan dengan  mendeskripsikan  bahan-bahan tersebut 

secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan content analysis.  

Kemudian melakukan bongkar pasang dan menata kembali secara sistematis 

bahan-bahan yang telah terkumpul sebelumnya dengan menggambarkan satu 

kesatuan yang utuh.
20

 

 

 

                                                             
19

 Loc, cit. 
20

 Loc, cit. 



 

 

24  

6. Wilayah Penelitian 

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa 

Tengah setelah Kabupaten Cilacap, dan berbatasan langsung dengan 9 

kabupaten lain. Letak astronomis wilayah antara 110° 15' BT – 111° 25' BT 

dan 7° LS - 7°30’ LS, dengan jarak bentang dari utara ke selatan ± 37 km 

dan dari barat ke timur ± 83 km.  

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang efektivitas hukum, 

tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan 

tinjauan tentang pemidanaan. 

Bab III Analisis dan Pembahasan berisi pembahasan persoalan yang hendak 

dibahas dalam tesis ini.  

Bab IV Penutup berisi simpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan 

berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini. 
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